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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Tujuan
penulisan Tugas Akhir ini untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Pemungutan
Pajak Rumah Kos di Kota Pekanbaru dan Apa saja Kendala-Kendala dalam
Prosedur Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Pekanbaru. Jenis data yang
penulis proleh yaitu jenis data primer dan jenis data skunder, Dalam penulisan
Tugas Akhir ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui
wawancara. Dan juga penulis menggunakan metode kualitatif dan metode
deskriptif dalam menganalisa data, dan berdasarkan hasil yang penulis dapatkan
dari penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Sistem pendaftaran dan
Pembayaran Pajak Rumah Kos di Kota Pekanbaru menggunakan dua sistem yaitu
secara langsung dan juga secara online. Sedangkan Sistem penagihan Pajak
Rumah Kos vyaitu dengan menyampaikan surat teguran, surat paksa. Dan
berdasarkan pendaftaran dan penagihan Pajak Runah Kos Di Kota Pekanbaru

pembayaran Pajak Rumah Kos secara keseluruhan belom optimal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Prosedur dan Kendala Pemungutan
Pajak Rumah Kos.
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BAB |

PENDAHULUAN

L.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia di dasarkan pada Undang-
Undang Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga dengan
adanya undang-undang tersebut pemerintah telah memberikan kewenangan yang
luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya
nasional perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan prinsip-prinsip
demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan
keanekaragaman dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan
peranan dan sumbangan yang bearti melalui penyediaan sumber dana bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam sejarah pemerintah
daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan
retribusi daerah telah menjadi sumber pemungutan yang dapat di andalkan oleh
daerah, sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah
dan Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak
dan retribusi daerah sebagai sumber pemungutan daerah, bahkan dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi

pendapatan asli daerah (PAD).



Latar belakang reformasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di
Indonesia ini tidak terlepas dari pemberlakuan Undang-Undang pajak daerah dan
retribusi daerah yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 1997 dan Undang-undang
No. 34 Tahun 2000 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 lahir sebagai upaya untuk
mengubah sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlangsung di
Indonesia, yang banyak menimbulkan kendala, baik dalam penetapan maupun
pemungutannya, Dalam perkembangan penerapan Undang-undang tersebut,
pemerintah dan DPR merasa perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan
seiring dengan perkembangannya situasi perekonomian secara makro serta
perubahan kondisi sosial pilitik, yang ditandai dengan semangat otonomi daerah
yang semakin besar. Dengan demikian, Undang-undang No. 34 Tahun 2000 lahir
sebagai penyempurna terhadap Undang-undang No. 18 Tahun 1997.

Salah satu potensi yang dapat meningkatkan tahap hidup masyarakat dan
akan membantu pelaksanaan pembangunan di Kota Pekanbaru adalah pajak
rumah kos, Berdasarkan Perda No 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 1
Ayat 10. Hotel adalah Fasilitas Penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah
singgah, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Dan juga
pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dalam UU tersebut

membahas tentang pajak hotel/penginapan. Dalam hal ini, yang termasuk dalam



kategori hotel adalah motel, losmen, rumah penginapan, maupun rumah kos

(indekos) dengan jumlah ruang tidur lebih dari 10.

Sedangkan untuk kos dengan jumlah kamar yang kurang dari 10,
dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 yang di dalamnya dikatakan bahwa penghasilan atau
pendapatan dari transaksi maupun pengalihan aset dalam bentuk tanah atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah atau
bangunan termasuk ke dalam objek pajak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa,
usaha rumah kos baik dalam jumlah yang kecil maupun besar tetap dikenakan

pajak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu,
PPh Final dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan dengan perolehan omzet

di bawah 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun.

Jadi, apabila usaha rumah kosmendapatkan omzet selama satu tahun tidak
lebih dari 4,8 miliar, maka akan dikenakan PPh Final. Seperti sudah diketahui
bahwa tarif dari PPh Final berbeda-beda bagi setiap jenis penghasilannya. Untuk
pajak rumah kos sendiri, dikenakan tarif sebesar 1% dari total pendapatan yang
pengusaha terima selama 1 bulan. Semula tarif pajak kos-kosan ini berkisar 5-
10% dari total pemasukan setiap bulannya.

Adapun jumlah pengusaha rumah kos yang telah terdata pada Badan

pendapatan daerah kota Pekanbaru dari tahun 2019 hingga 2021 di kota


https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2013
https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2013
https://www.online-pajak.com/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2-tarif

Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Rumah Kos yang terdapat di kota Pekanbaru dari tahun
2019 hingga 2021.

Jumlah Wajib Pajak
NO Tahun ) )
Kos-Kosan
1 2019 97
2 2020 112
3 2021 196

Sumber: BAPENDA Kota Pekanbaru 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa potensi Pendaftaran Pajak Rumah
Kos yang ada di Kota Pekanbaru dinilai cukup potensial. Dimana saat ini terdapat
196 wajib pajak yang telah terdaftar di Badam Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru. Sehingga hal ini akan menambah manfaat bagi peningkatan
perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Sehingga dari pemungutan pajak
tersebut dapat dilihat bahwa salah satu pajak yang dinilai mampu memberikan
masukkan pendapatan kepada daerah adalah pajak kos-kosan.

Adapun target penerimaan dan realisasi pajak hotel kategori rumah kos
yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Wajib Pajak Rumah Kos Kota Pekanbaru

Tahun Target Realisasi
2019 450.000.000,00 397.865.886,35
2020 500.000.000,00 427.884.985,00
2021 550.000.000,00 612.674.778,34

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2022




Pada tabel diatas terlihat bahwa pendapatan pajak rumah kos Kota Pekanbaru
pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penuruan pendapatan dari para wajib pajak
Kategori Rumah Kos. Penurunan tersebut tidak terlihat dari target dan realisasi
dikarenakan lajunya peningkatan jumlah wajib pajak kos pada tahun 2020 dan
2021 yang mengalami peningkatan sebesar 80%.

Pada tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menetapkan
target pendapatan pajak sebesar Rp. 450.000.000 namun pada realisasinya Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hanya mendapatkan sebanyak Rp.
397.865.886,35 dapat diartikan bahwa target Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru untuk pendapatan pajak tahun 2019 mengalami penurunan sebesar
13,12%.

Lalu pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
menetapkan target pendapatan pajak kategori kos-kosan sebesar Rp. 500.000.000
sedangkan pada realisasinya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hanya
mendapatkan sebanyak Rp. 427.884.985 artinya Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru mengalami penurunan lagi yaitu sebesar 14,43%. Berdasarkan Analisa
tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Badan Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru gagal merealisasikan target yang sudah direncakan dalam
hal pemungutan wajib pajak kategori rumah kos.

Pada tahun berikutnya terjadi peningkatan pendapat pajak kategori rumah
kos. Yaitu pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
menetapkan target pendapatan sebesar Rp. 550.000.000 dan pada realisasi

pendapatan pajak kategori rumah kos Kota Pekanbaru adalah senilai Rp.



612.674.778,34. Hal ini menandakan bahwa terjadi kenaikan pendapatan pajak
kategori rumah kos Kota Pekanbaru sebesar 11,39%.

Diketahui penyebab terjadinya penurunan pendapatan pajak rumah kos
dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda Dunia, hal ini sangat berdampak
pada sektor pariwisata dan termasuk kos-kosan dikarenakan aturan WFH (Work
From Home) dan Belajar Online yang diberlakukan Pemerintah Indonesia untuk

menghambat penyebaran Virus Covid-19 ini.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik dan perlu membahas
permasalahan dengan permasalahan yang ada dengan mengambil judul
“Prosedur Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Dinas Pendapatan Kota
Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam alasan

pemilih judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota Pekanbaru?

2. Apa Saja Kendala-Kendala Dalam Prosedur Pemungutan Pajak Rumah Kos Di
Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan
Tujuan penulisan:

Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan diatas, tujuan penulis
adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak rumah kos di kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala prosedur pemungutan pajak rumah kos sudah



optimal di kota pekanbaru.

Manfaat Penulisan:

1.

2.

1.4

Dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait masalah yang diteliti.

Untuk dapat memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang
berkaitan dengan Sistem Kebijakan Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota
Pekanbaru.

Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti yang ingin mengkaji secara
mendalam tentang pajak Kos-Kosan khususnya terhadap Sistem Kebijakan

Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota Pekanbaru.

Metode Penulisan

1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penilitian ini dilakukan di Bapenda Kabupaten Kota Pekanbaru, JI.

Teratai N0.81, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru,

1.4.2 Lokasi Penelitian

Pada penulisan ini dilakukan pada bulan Maret 2022 sampai dengan Mei

2022.

1.4.3 Jenis Data
a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
sumber informasi melalui wawancara. Yang dalam hal ini penulis
akan mewawancarai langsung kepada pegawai kantor Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder



Data sekunder adalah data diperoleh secara tidak langsung
dari media perantara dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta
arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu di Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru.

1.5 Teknik Pengumpulan Data
Dalam proses penulisan tugas akhir ini teknik pengumpulan data yang
dilakukan oleh penulis yaitu:
a. Observasi
Menurut Sugiyono (2009:166) Observasi adalah pengamatan dan
pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan
adalah observasi langsung di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhubungan langsung kepada
permasalahan penelitian penulis.
b. Wawancara
Menurut Sugiyono (2009:72) wawancara adalah pertemuan dua orang
untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Sehingga dapat
dikontruksikan makna dalam suatu topic tertentu.di Kantor Badan
Penggelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
yang berhubungan langsung dengan permasalahan peneliti.
1.6 Analisa Data
Analisa dapat dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada,
yaitu dengan metode deskriptif dan kualitatif. kualitatif adalah suatu cara

pengumpulan dan penyajian data, sehingga mudah untuk dipahami dan



1.7

memberikan informasi yang berguna. Deskriptif hanya mereduksi, menguraikan

atau memberikan keterangan suatu data, fenomena atau keadaan kedalam

beberapa besaran untuk disajikan secara bermakna dan mudah dimengerti.

(Susetyo. 2017:4)

Sistematika Penulisan

Gambaran penulisan secara umum diuraikan secara ringkas dalam setiap

bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB |

BAB |1

BAB Il

: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

: GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Badan Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru, susunan organisasi, struktur organisasi,
uraian tugas (job description), visi misi, tujuan Badan Pendapatan

Daerah Kota Pekanbaru.

: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan uraian yang sangat penting dalam penulisan
ini, karena memuat tentang tinjauan teori dan praktek yang terdiri
dari pengertian sitem, pengertian pajak, fungsi dan jenis pajak,
pengelompokan pajak, pengertian pajak daerah dan pengertian
rumah kos-kosan. pada bab ini juga menjelaskan bagaimana

sistem pendaftaran dan penagihan pajak rumah kos-kosan pada



Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

BAB IV : PENUTUP
Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil
penelitian yang temukan atas dasar penelitian yang sudah
dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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BAB Il

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (BAPENDA)
merupakan Sub Direktorat pada Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat 11
Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negri Nomor KUPD
3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan
Daerah tingkat |1 dan Il, Maka pada Tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan
Daerah kota madya Daerah Tingkat Il pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun
1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai Berikut

1) Kepala Dinas

2) Seksi Tata Usaha

3) Seksi pajak dan Retribusi

4) Seksi IPEDA

5) Seksi operasi/penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor
KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 jumi 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat 1l
diterbitkan pertaturan Daerah Nomor 7 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya daerah Tingkat 1l
Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

2) Seksi Tata Usaha
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3) Seksi pajak dan Retribusi

4) Seksi IPEDA

5) Seksi Operasi/Penagihan

Sejalan dengan dikeluarannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Nomor 50 Tahun 2000 tentang

Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru

menindak lanjut dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 yang

selanjutnya diubah dengan Peraturan Derah Nomor 7 tahun 2001 tentang

Perunahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentanh pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah

Kota Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan

organisasi sebagai berikut:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Kepalas Dinas

Wakil Kepala Dinas

Bagian Tata Usaha

Sub Dinas Program

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Sub Dinas Penagihan

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

Kelompok Fungsional
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2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai Visi dan Misi yang
digunakan untuk membangun Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang
lebih baik lagi, Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :
“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi
dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peranserta masyarakat”
Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang
ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas
Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola
penerimaan lainnya.

1. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan
pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang
tersedia.

2. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha
peningkatan Pendapatan.

3. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di
Bidang Pendapatan.

4. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan

Daerah.
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2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

KEPALA BAGIAN
H. ZULHEMI ARIFIN, S.STP, Msi

SEKRETASIS
ADRIZAL, SE
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU
l |
KASUBBAG SUBBAG SUBBAG
KEUANGAN UMUM PROGRAM
NOVA RINA ROSARI, MONA AYU
MUNICA, SE S.Sos JUITA, Amd

BIDANG PAJAK BIDANG PAJAK BIDANG PENGENDALIAN BIDANG PERENCANAAN
DAERAH | DAERAH Il PAJAK DAERAH B DAN PENGEMBANGAN
RECKO ROENDRA, MAYU INDERA T. DENY MUHARPAN, SH PENDAPATAN DAERAH
S.STP FERIADI, SE Dra. Hj. SALMA, M.Pd

SUBBID PENDATAAN,
DAN PENDAFTARAN
PBB-P2, BPHTB DAN

SUBBID PAJAK HOTEL
RESTORAN DAN
MINERAL BUKAN

m LOGAM DAN BATUAN

SUBBID PENGAWASAN
DAN PEMERIKSAAN
DEDI BURHAN, SE

SUBBID HUKUM
KERJASAMA DAN DANA
TRANSFER
TRIO FITRIAGUST, SE

PPJ
b RERIAGAAS. &7 TANTRI SAPUTRO, 5.505 SUBBID PENAGIHAN,
. ). 3T PENINDAKAN DAN
MM || SUBBID TEKNOLOGI
PENYITAAN
SUBBID PAJAK INFORMASI DAN
HIBURAN, PARKIR, ISMU VEBRIAN ARIOKA, ANALISA PENDAPATAN
SUBBID SARANG BURUNG S.STP, M.Si FERAWATI ZANDEA,
PENGOLAHAN DATA, WALET $.50s

PENILAIAN PBB-P2,
BPHTB DAN PPJ

—| | ALFIAN MADI, SE, M.Pd

SUBBID PENYULUHAN
DAN KEBERATAN

SUBBID PEMBUKUAN

ERYK GUNAWAN, S.T SUBBID PAJAK FURQON DASRIN, S.STP PENDAPATAN DAERAH
REKLAME DAN TANAH DAN LEGALISASI
SUBBID PENETAPAN AIR ELGUS FITRI, SE

PBB-P2 DAN
VERIFIKASI BPHTB
DAN PPJ
INDRA AFRIANTO, S.Si

ARI SUPRIYANTO,

— S.Kom

UPT PENDAPATAN | UPT PENDAPATAN Il UPT PENDAPATAN Il UPT PENDAPATAN IV UPT PENDAPATAN V
ZULHARDHAN, SE HENDRI SAPUTRA, 5.505 FITRI WULANDARI DENI WARDANA, SE HARDIANSYAH NAS,
T S.STP

SUB BAG TATA USAHA SUB BAG TATA USAHA SUB BAG TATA USAHA SUB BAG TATA USAHA l
PENDAPATAN | PENDAPATAN Il PENDAPATAN Ill PENDAPATAN IV SUB BAG TATA USAHA
HENDRA S.AP NENG SRI HARTUTI. SE MARA JOKI HARAHAP ATHIE FARIZA, S.M PENDAPATAN V
> ABDUL GANI, 5.50s

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru
2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakantugas pokok

dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, Memimpin dan membina bawahannya
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dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaiantujuan organisasi, Melakukan

pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis,Penyusunan rencana program

dibidang pendapatan, Pemberian  kajian teknis perizinan dan / atau
rekomendasi. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh
staf-staf kantor.
2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan
yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyususnan program dan
anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris
dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/ kajian
terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh
pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh
atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam
pelaksanaan tugas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala
sub bagian yang terdiri dari:

a. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, Sub Bagian
Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam data,
penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran,
monitoring.

b. Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan
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kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan
rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan.
c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan.
3. Bidang Pendapatan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan
pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan
dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Kepala Bidang
dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian
terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh
pimpinan maupun terhadap bahan-bahanatau perintah, dalam pelaksanaan tugas
dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran.

b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan.

c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan.

4. Bidang Penagihan
Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
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kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan,evaluasi dan
pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajakdaerah, penagihan
penerimaan dan lain-lain.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam
melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai
bahan penetapan oleh pimpinan, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala
Seksi yang terdiri dari :

a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah.

b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah.

c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.
5. Bidang Pembukuan dan Perhitungan Keuangan

Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan,
evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah,
pertimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan
penerimaan lain-lain.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas
melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai
bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang
diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan

dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari:
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a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain.
6. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
Menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan pada Bidang Pajak,
Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainya Lingkup Pajak, Retribusi dan
Pendapatan Lainnya serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup
Pajak Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok
Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan yang dimaksud dipimpin oleh seorang

tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pemungutan Pajak Rumah Kos di kota
Pekanbaru sebagai berikut :

a. Wajib pajak harus mengisi Formulir Pendaftaran dengan jelas dan
lengkap

b. Wajib pajak memberikan Formulir tersebut kepas staff BAPENDA
kota Pekanbaru untuk proses pendataan.

c. Perhitungan dan Penetapan Pajak Rumah Kos harus sesuai dengan UU
No 17 tahun 2018 yaitu sebesar 2,5% perkamar.

d. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak rumah kos melalui
Bendaharawan Khusus Penerimaan ( BKP ) di BAPENDA dan Kas
Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah ( SPPD ).

3.. Pemungutan Pajak Hotel kategori rumah Kos tidak dapat diserahkan kepada
pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak atau dilakukan secara Self
Assesment System.

4. Kendala-kendala yang di alami BAPENDA Kota Pekanbaru dalam
Pemungutan Pajak Rumah Kos adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak
untuk memenuhi kewajibannya dan masih lemahnya penetapan sanksi bagi

wajib pajak yang mengabaikan kewajiban pajaknya.
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4.2 Saran

1.

3.

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru perlu meningkatkan
Kinerjanya terutama kualitas Kkinerja aparat dalam meningkatkan
penerimaan pajak

Dilaksanakan penyuluhan kepada para wajib pajak agar mengerti
pentingnya Pajak Hotel kategori Rumah Kos sebagai salah satu bagian
dari pajak daerah dalam membiayai pembangunan daerah

Adanya sanksi yang nyata bagi aparat Badan Pendapatan Daerah yang
melakukan negoisasi dengan pengelola Pajak Hotel kategori Rumah Kos
dalam hal pembayaran Pajak Hotel kategori Rumah Kos, sehingga
memberikan efek jera dan tidak merugikan daerah.

Perlu adanya Undang-Undang khusus yang menjelaskan tentang Pajak
Hotel kategori Rumah Kos, agar diketahui berapa besaran kontribusi Pajak

Hotel kategori Rumah Kos terhadap Pajak Hotel.
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